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Abstrak
 

Penelitian ini berupaya untuk menganalisis prosedur pemeriksaan permohonan keberatan atas putusan

KPPU saat ini di Indonesia termasuk kelemahannya. Analisis dilanjutkan dengan melakukan perbandingan

atas prosedur penyelesaian sengketa persaingan usaha di negara Amerika Serikat terkait FTC (Federal Trade

Commission) dan di negara Jepang terkait JFTC (Japan Fair Trade Commission). Analisis dalam penelitian

ini tujuan untuk dapat merumuskan prosedur penyelesaian sengketa persaingan usaha yang berkeadilan

dalam pemeriksaan upaya hukum keberatan atas Putusan KPPU. Metode penelitian yang digunakan bersifat

kualitatif dengan mengumpulkan data melalui tatap muka langsung dan berinteraksi dengan orang-orang di

tempat penelitian, yakni Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, KPPU dan Mahkamah

Agung. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analitis dengan menggambarkan data-data yang

dikumpulkan melalui studi kepustakaan, observasi secara langsung di beberapa tempat penelitian,

wawancara terhadap narasumber, serta studi kasus yang terkait upaya keberatan atas putusan KPPU. UU No.

5 Tahun 1999 hanya memberikan kesempatan bagi pihak yang merasa tidak puas atas putusan KPPU untuk

mengajukan upaya keberatan ke Pengadilan Negeri sementara ketentuan teknisnya diatur melalui Peraturan

Mahkamah Agung (Perma). Namun dalam praktiknya masih terdapat berbagai ketidakjelasan terkait

prosedur penyelesaian upaya keberatan, seperti misalnya terkait kedudukan dan tata cara pemeriksaan

maupun pembuktian yang dilakukan Pengadilan Negeri yang berwenang, sehingga pada akhirnya juga

dianggap masih belum dapat memberikan putusan yang berkeadilan sehingga pihak yang kalah menempuh

upaya hukum lainnya. Sementara baik FTC maupun JFTC saat ini lebih mengedepankan penyelesaian

secara damai. Putusan Pengadilan Negeri yang belum dianggap berkeadilan ini juga berkaitan erat dengan

landasan hukum, sistem pemeriksaan dan kewenangan yang dilakukan KPPU sebelum menerbitkan Putusan

KPPU. Karenanya upaya perumusan prosedur penyelesaian sengketa persaingan usaha yang berkeadilan

tidak dapat terpaku pada aturan pelaksanaan seperti Perma saja, melainkan juga meliputi landasan hukum,

sistem pemeriksaan dan pembuktian serta kewenangan yang dimiliki oleh KPPU dan personilnya

......This study seeks to analyze a procedure that tests to prove its error. The current KPPU in Indonesia

includes its weaknesses. Analysis by comparing the comparison of business dispute resolution solutions in

the United States related to the FTC (Federal Trade Commission) and in Japan related to the JFTC (Japan

Fair Trade Commission). The analysis in this research is to determine a solution for dispute resolution, fair

business competition in a legal examination based on the KPPU's decision. The research method is

qualitative in nature by collecting data through face-to-face and can be measured by people at the research

site, namely the Commercial Court at the Central Jakarta District Court, KPPU and the Supreme Court. This

research uses a descriptive analytical approach by describing the data collected through literature studies,

direct observation at several research sites, interviews with informants, and related case studies based on

KPPU's research. UU no. 5 of 1999 only provides an opportunity for parties who are dissatisfied with the
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KPPU's decision to submit an application for approval to the District Court while the technical provisions

are regulated through a Supreme Court Regulation (Perma). However, in practice, there are still various

uncertainties related to the procedures for resolving the solutions being considered, such as related to and

procedures for examination or evidence conducted by a crisis District Court, so that in the end they are still

unable to provide a fair decision so that the party who loses the legal remedies other. Meanwhile, both the

FTC and the JFTC are currently prioritizing peaceful settlement. The decision of the District Court that is

not yet mature with justice is also closely related to the legal basis, examination system and the powers that

are carried out by KPPU before issuing the KPPU's decision. Therefore, efforts to formulate a fair business

competition dispute settlement cannot be fixed on implementing regulations such as Perma alone, but also

include the legal basis, examination and evidence system as well as the authority possessed by KPPU and its

personnel. Keywords: KPPU's decision, objection, fair procedure 


